BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka
kesimpulan pada skripsi penulis, sebagai berikut :

1. Pendapatan atau sumber keuangan Partai Politik, dimana telah
di sebutkan secara rinci didalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2011. Dimana sumber keuangan
Partai Politik tersebut adalah berasal dari:

a. luran Anggota,
b. Sumber yang sah menurut hukum, dan
c. Batuan keuangan dari APDN/APBD

Dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, partai
politik memerlukan adanya dana yang tidak sedikit.
Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia , terdapat
tiga alternatif sumber dana partai politik yaitu diantaranya,
dana dari internal partai (iuran anggota, sumbangan kader

partai, atau badan usaha yang didirikan oleh partai), dari
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kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha
swasta, organisasi dan kelompok masyarakat), dari bantuan
keuangan negara (APBN, APBD).

Implikasi adanya bantuan keuangan partai politik yang
diberikan oleh negara, yang diharapkan dapat membantu
keuangan partai politik dalam menjalankan fungsi dan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Secara umum dalam laporan keuangan partai politik harus
mencakup seluruh penerimaan partai politik dan seluruh
pengeluaran yang diperoleh dari penerimaan partai politik
tersebut.  Untuk menjamin  keakuratan  penghitungan
pendapatan dan belanja partai politik maka seharusnya partai
politik diaudit oleh akuntan publik juga harus diumumkan
kepada khalayak. Bentuk transparansi dan akuntabilitas partai
politik kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakan adalah
dengan menyusun laporan keuangan yang dilaksanakannya
adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan
keuangan yang disusun tentunya harus memenuhi standar

agar dapat dipahami secara luas.
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B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian skripsi yang
berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi atas Pengelolaan
Keuangan Partai Politik). Bahwa kebijakan tersebut masih
memiliki celah dalam pelaksanaan kegiatan yang ada dalam
pengaturan keuangan maupun akibat dari desakan keadaan.
Meskipun demikian, usaha yang dilakukan pemerintah dalam
membuat kebijakan harus tetap dilakukan, mengingat partai
politik memiliki peran yang strategis dalam keberlangsungan
demokrasi di Indonesia. Untuk itu, penyusun sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak, agar nantinya dapat dilakukan perbaikan.



